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BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan sanitasi

secara optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung
Tengah, maka dipandang perlu melakukan penataan
kelembagaan terkait dengan air limbah domestik;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Cipta Kaiya Kabupaten Lampung Tengah agar beijalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna maka
dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Air Limbah Domestik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air
Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Cipta Kaiya Kabupaten
Lampung Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



1 Tahun 2011
Pemukiman

3. Undang-Undang Nomor
Perumahan dan Kawasan
Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

tentang
(Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
456);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Nomor 78, Tambahan

Nomor 04 Tahun 2017 tentang



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Lampung Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

Pertanahan dan Cipta Kaiya Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, Pertanahan dan Cipta Kaiya Kabupaten
Lampung Tengah.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur

pemerintahan menjadiurusan yang



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan
dan Cipta Kaiya Kabupaten Lampung Tengah.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kabupaten Lampung Tengah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana
kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD
Kabupaten Lampung Tengah.

10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari
usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan,
perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama.

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya
disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan
air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana
dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta
Karya Kabupaten Lampung Tengah.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
UPTD Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan sebagian kegiatan teknis dalam layanan
atau pengelolaan air limbah domestik;

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD;
(3) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD

Pasal 5

(1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang
layanan Air Limbah Domestik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis UPTD;
b. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan UPTD;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air

limbah domestik;
d. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan

prasarana air limbah domestik yang dikelola UPTD;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
f. pelaksanaan penyusunan laporan kinexja tahunan

UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
pengelolaan oleh UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, penganggaran

dan pelaksanaan UPTD;
b. pelaksanaan pengorganisasian pengelolaan air limbah

domestik yang menjadi wewenangnya;
c. pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan

pembinaan pegawai UPTD;
d. pelaksanaan pengorganisasian dan kerjasama dengan

bidang lain di Dinas yang berkaitan dengan bidang
tugasnya;

e. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan UPTD; dan
f. pelaksanaan pelaporan program dan kegiatan UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
sesuai dengan keahlian dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang undangan.



BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

(1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

bertanggimgjawab
mengkoordinasikan agenda keija dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing;

(5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan
serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada atasan secara berkala dan tepat waktu;

(6) Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan;

(7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan keija;

(8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan
Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) maupun Pejabat Pelaksana
Harian (Plh) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

memimpin,(2) Kepala UPTD

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas setara Eselon
IV.b

(2) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keija.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan.



BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

(2) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri
Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas
melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal P0 fl&Wfiber 2023
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal Vfy l fY l f rZr 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ANIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ( fa



V*

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 0W )be[ 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGBLOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,

PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Y>
MUSA.


